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KEBUMEN, 26 JULI 2024

MATERI PAPARAN

1. Dasar Hukum
2. Alasan dibuat Wistleblowing System
3. Posisi WBS dalam Program RB
4. Visi, Misi & Program Unggulan Bupati
5. Pengertian, & Fungsi WBS 
6. Kriteria Pengaduan
7. Mekanisme Pelaksanaan WBS
8. Tim Penanganan Pengaduan
9. Perlindungan Pelapor
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Dasar Hukum

 PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP;
 Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain 

Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
 SE Mendagri Nomor 061/9454/SJ tanggal 29 Desember 

2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah;

 Perbup Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pelaksanaan WBS terhadap Dugaan Tipikor dan 
Pelanggaran ASN di Lingkungan Pemkab Kebumen

1. Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, diperlukan
System Penanganan Pengaduan (WistleBlowing
System).

2. Index RB akan menjadi IKU Daerah (2021-2026).
3. WBS sangat diperlukan untuk memenuhi area 

pengawasan dan area penatalaksanaan.
4. Pada Visi-misi Bupati Kebumen Baru (2021-2026), 

ada program unggulan KERISPATIH: Stop Korupsi, 
Gratifikasi dan Pungli.

5. Dinas Kominfo telah membuatkan aplikasi WBS dan 
ditautkan pada website Inspektorat sejak 2019.

Kenapa Harus dibuat WBS?
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Area Pengawasan

Maturitas SPIP
Kapabilitas APIP

LHKPN/LHKASN
Index Integritas

(WBS, Gratifikasi dan Benturan
Kepentingan)

Area Penatalaksanaan

Index SPBE (ada WBS)
Index Proses Bisnis

Index Arsip

VISI-MISI BUPATI TERPILIH
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Program 100 Hari:

1. Publikasi
LHKPN-LHKASN

2. Perbup WBS

Perbup WBS 
ditandatangani

(8-3-2021)

Kenapa Kita Sosialisasikan?
1. Baru diterbitkan 8 Maret 2021
2. Masuk program unggulan Bupati
3. Supaya ada partisipasi publik
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PENGERTIAN WBS

WBS adalah aplikasi yang disediakan oleh Pemkab Kebumen bagi ASN 
yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan
berindikasi Tipikor dan pelanggaran ASN yang terjadi di lingkungan
Pemkab Kebumen. 

Whistleblower adalah seseorang yang melaporkan indikasi tindak
pidana korupsi dan pelanggaran dispilin ASN yang terjadi di dalam
organisasi tempat dia bekerja, dan dia memiliki akses informasi yang 
memadai atas terjadinya indikasi pelanggaran/tindak pidana tersebut.

FUNGSI WBS
sebagai media bagi ASN untuk melaporkan dugaan pelanggaran
dispilin ASN dan Tipikor di lingkungan kerjanya



6

KRITERIA PENGADUAN

Pengaduan Anda akan ditindaklanjuti apabila memenuhi unsur
sebagai berikut :

1. Jenis Indikasi Pelanggaran yang dapat diadukan :

Korupsi

Pelanggaran Disiplin ASN

2. Menjelaskan siapa, melakukan apa, kapan, di mana, mengapa, dan
bagaimana (modus, cara, dsb). 

3. Dilengkapi dengan bukti permulaan (data, dokumen, dsb) yang 
mendukung/menjelaskan adanya pelanggaran.

No. Kelompok Jenisnya
1 Kerugian keuangan negara 2 jenis
2 Suap-Menyuap 12 jenis
3 Penggelapan dalam jabatan 5 jenis
4 Perbuatan pemerasan 3 jenis
5 Perbuatan curang 6 jenis
6 Benturan kepentingan

dalam pengadaan
1 jenis

7 Gratifikasi 1 jenis
Jumlah …. 30 Jenis

Korupsi adalah
adalah tindakan melawan
hukum dengan maksud
memperkaya diri sendiri, 
orang lain, atau yang 
berakibat merugikan
negara atau
perekonomian negara 

UU  No. 31-1999 Jo UU  No. 20-2001 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi

Jenis Tipikor
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Pengertian:

Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan 
PNS yang tidak menaati kewajiban 
dan/atau melanggar ketentuan disiplin 
PNS, baik yang dilakukan di dalam 
maupun di luar jam kerja. Jenis-jenis Pelanggaran:

1. Pelanggaran terhadap kewajiban

2. Pelanggaran terhadap larangan

Jenis Pelanggaran Disiplin ASN

RINCIAN 
INDIKASI TINDAK 
PIDANA KORUPSI



8

Suap-Menyuap
1. Menyuap pegawai negeri

2. Memberi hadiah kepada
pegawai negeri karena
jabatannya

3. Pegawai negeri menerima
suap

4. Pegawai negeri menerima
hadiah yang berhunbungan
dengan jabatannya

5. Menyuap hakim

6. Menyuap advokat

7. Hakim dan advokat
menerima suap

8. Hakim menerima suap

9. Advokat menerima suap

Penggelapan dalam jabatan

Merugikan keuangan negara
1. Melawan hukum untuk

memperkaya diri sendiri dan dapat
merugikan keuangan negara

2. Menyalahgunakan kewenangan
untuk memperkaya diri sendiri dan
dapat merugikan keuangan negara

Perbuatan Curang
1. Pemborong berbuat curang

2. Pengawas proyek
membiarkan perbuatan
curang

3. Rekanan TNI/Polri berbuat
curang

4. Pengawas Rekanan TNI/Polri
berbuat curang

5. Penerima barang TNI/Polri
membiarkan Perbuatan
curang

6. Pegawaian negeri 
menyerobot tanah negara 
sehingga merugikan orang 
lain

Benturan Kepentingan

1. Pegawai negeri turut
serta dalam pengadaan
yang diurusnya

Gratifikasi

1. Pegawai negeri
menerima gratifikasi
dan tidak lapor KPK

Perbuatan Pemerasan
1. Pegawai negeri

memeras
2. Pegawai negeri

memeras pegawai
negeri
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Tindak pidana lain yg berkait dg korupsi
1. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi

2. Tidak memberi keterangan atau memberikan keterangan
yang tidak benar

3. Bank yg tidak memberikan keterangan rekening tersangka

4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau
memberikan keterangan palsu

5. orang yg memegang rahasia jabatan tidak memberikan
keterangan atau memberi keterangan palsu

6. Orang yg tidak memegang rahasia jabatan tidak memberikan
keterangan atau memberikan keterangan palsu

7. Saksi yang membuka identitas pelapor

RINCIAN 
INDIKASI 
PELANGGARAN
DISIPLIN PNS/ASN

DIAMBIL DARI WEBSITE
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(1) Setiap Pelapor diberikan jaminan atas kerahasiaan identitas pribadinya.

(2) Pelapor berhak mendapatkan upaya perlindungan berupa:

a. perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administrasi kepegawaian

yang tidak objektif dan merugikan Pelapor;

b. pemindahtugasan/mutasi bagi Pelapor dalam hal timbul intimidasi atau ancaman fisik; dan

c. bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.

(1) Perlindungan tidak berlaku bagi Pelapor yang mengirimkan pengaduan yang berupa fitnah

atau pengaduan palsu.

(2) Bagi Pelapor yang terbukti mengirimkan pengaduan yang berupa fitnah atau pengaduan

palsu dikenai sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Tim Penanganan Pengaduan

Ketua Sekretaris Inspektorat

Supervisor Inspektur Pembantu

Anggota 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

2. Kepala Sub Bagian Analisis dan Evaluasi

3.  Auditor/PPUPD

Staf Administrasi Dibentuk kemudian
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Tugas Tim Penanganan Pengaduan

a.menerima laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi

dan pelanggaran disiplin ASN secara langsung maupun

tidak langsung;

b.mencatat dan mengadministrasikan laporan pengaduan;

c.menganalisa laporan pengaduan untuk menentukan

tindak lanjut; dan

d.melaporkan hasil analisa laporan pengaduan kepada

Inspektur.

Tindaklanjut Penanganan Pengaduan
(1) Berdasarkan laporan dan rekomendasi dari Tim Penanganan Pengaduan,

Inspektur dapat meneruskan tindaklanjutnya kepada Aparat Penegak

Hukum dalam hal pengaduan tersebut terdapat bukti kuat terindikasi tindak

pidana korupsi atau melaporkan dan memberi rekomendasi kepada Bupati.

(2) Berdasarkan laporan dan rekomendasi dari Tim Penanganan Pengaduan,

Inspektur melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada Bupati terkait

dengan pelanggaran disiplin ASN.

(3) Berdasarkan laporan dan rekomendasi Inspektur sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) dan ayat (2), Bupati melakukan tindak lanjut berupa.

a. memerintahkan pengembalian kerugian keuangan negara/daerah; dan/atau

b. menjatuhkan sanksi disiplin kepegawaian sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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